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BERITA DAERAH
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TAHUN 2017

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat

Tahun Anggaran 2017 Antara Gubernur Jawa Barat dan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Nomor :
978.3/2444-Set.Disdik dan Nomor : 978/174 Disdik
tanggal 25 Januari 2017, Pemerintah Kabupaten
Majalengka melalui Satuan Pendidikan Dasar Negeri
mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini, penyamran Dana Alokasi Khusus {(DAK) Non
Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini {BOP PAUD) dilaksanakan menggunakan
mekanisme Non tunai melaiui belanja langsung uniuk
PAUD Negeri dan belanja tidak langsung kepada Satuan
PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal PAUD Swasta
dengan Mekanisme Hibah, sehingga periu dilakukan
penyesuaian;,

. bahwa herdasarkan nertimbangan sehagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b serta sesuai ketentuan
Romawi V angka 13 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2017.
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950} sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahuin 1555 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tammbahan Lembaran
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor B5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5679 };

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lemharan Negara Republik

. Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia.
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

T

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang
Sistern Informasi Kenangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tammbahan Lembaran

Negara Republik Indenesia Nomor 5155};

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578},

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20035 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

oy

Pemerintahan_ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah...... 4
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
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Pengelolaan Uang Negara/Daerah ({Lembaran -f\fé;ggr_a

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104});

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai
‘Wakil Pemerintal di Wilayah Provinsi {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

25. Peraturan Pemerintah...... )
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. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20106 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5887},

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor b5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
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Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

ania Tahite 01T 1T Waranes 2100

T Annaai
ZAMGANALLUAILCL A CRIAWALL &SV h L AV L)L UJ.U',

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara FEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anpgarem Pendapaiem dem Belarga Daerzn {Derrna Nogara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525;

G Peraturan Menteri Dalam NPO’F‘ﬂ Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Operasional;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
i4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
541);

31.Peraturan Menteri...... 6



Menetapkan

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Teriib Administrasi Pengajuan, Penyaiuran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1744);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016

L

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4

Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional
Penyeienggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

34, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/SJ.
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Tanggal 11 Januari 2017 tentang Petuniuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah
Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh
Kabupaten atau Kota pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
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5. Peraituran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor Z Tahun

2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014

Nomor 1);

37.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka {Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14}

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2017 Nomor 1} diubah sebagai berikut:



1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu} Pasal, yakni Pasal IA
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasail 1A
Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai
berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp.  2.836.708.761.957,05
b. Bertambah (Berkurang)  Rp.  125.782.200.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Rp.  2.762.490.961.957,05
perubaliain
2. Belanja
a. Semula Rp.  2.678.752.406.631,04
b. Bertambah (Berkurang)  Rp.  125.782.200.000,00
Jumiah Belanja setelah Rp.  2.804.534.606.631,84
perubahan Surplus /(Defisit) Rp. (42.043.644.6/4,19)
setelah perubahan
3. Pembiayaan
A. Penerimaan
2. Bertambah(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Rp. 42.043.644 674,79
setelah Perubahan
B. Pengeluaran
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah (berkurang) Re. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 42.043.644.674.79
Sisa Lebih pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A
dirinci lebih lanjut pada Lampiran 1A dan 1.B Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A
adalah memuat perubahan penambahan anggaran dan penyesuaian
program /kegiatan sehubungan dengan adanya dana Bantuan Operasional
Sekolah Pusat dan DAK Non Fisik BOP PAUD dalamn APBD Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2017 yang dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II.A Peraturan Bupati ini.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Majalengka.,

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI MAJALENGEKA,

tid
SUTRISNO
Diundangkan di Majalengka
pada tanggal g Haret 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,
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AHMAD/SODIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003
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